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PROSES-PROSES PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TATA-
KELOLA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS LOKAL

Oleh : Lala M. Kolopaking

Penyelesaian masalah masyarakat pedesaan pada era implementasi kebijakan =
desentralisasi pembangunan, yang lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah,
perlu tidak hanya mengandalkan pengelolaan ‘dengan asas alur  birokeasi.
Prosesnya memerlukan juga upaya yang didasarkan pada jejaning kegjasama mulu-
pelaku di berbagai aras (mulai dan desa, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan
sampai internasional} dengan berbasis komunitas (Kolopaking, 2000}, Pengalaman
di beberapa kasus di Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung dan Riau
menunjukkan, bahwa pola pengembangan sepertl itu disambut baik dan didukung
oleh berbagai kalangan. Bahkan, satu kasus lapangan yang intensif didampingt
sendir (sebagat “orang luar’?) di Sukabumi Selatan—]Jawa Barat, pola ita membaws
keberhasilan pelaksanaan pembangunan kampung pemukiman kembali untuk
penanganan masalah pengungsi.  Meskipun, dari kasus-kasus yang ditangani
selanjutnya  diketahui  pola peogembangan  tersebut  tidak  bedanjut  dan
tedembagakan setelah persoalan utama yang dada diselesatkan,  Betdasarkan
pengalaman tersebut ditunjukkan, bahwa pengembangan kemitraan mult-pihak
menjach hal yang penting dalam pengembangan masyarakat pedesaan pada masa
mendatang,

Ada catatan pokok berkenaan kasus-kasus pengembangan jejaring kemitraan multi-
pihak berbasis komunitas pedesaan, yaitu pelembagaan pengembangan proses
tersebur paling tidak ada ditentukan oleh empat faktor. Pertama, soal kesiapan
komunitas di pedesaan membangun kapasitas lembaga/kelompok/komunitas
untuk berswadaya dan bekerjasama dengan pihak lain.  Keduna, pemerintahan di
aras  kabupaten (eksekutif/legislanf) membent tempat dan membangun
kemampuan bekerja dan komunikasi dengan multi-piliak yang melintas asas
birokrasi.  Ketiga, kemauan dan kemampuan kapasitas dan pengusaha atau
lembaga bisnis swasta untuk rerlibat mendorong pengembangan masyarakat
melalui pola kerjasama baru. Keempat, adanya prakarsa membangun sistem
informasi, mekanisme pengawasan sosial secara demokratis yanp  berbasis
komunitas dan melibatkan kerjasama jaringan multi-pihak. Apabila empat fakeor ini
berjalan  saling menguatkan, maka jejaring kemitraan multi-pelaku  berbasis
komunitas semakin cepat terlembagakan,
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Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan tata kelola pemerintah desa pel
dikembangkan tidak hanya denpan pendekatan birokrasi pemerintah, tetapi
melalui wadah yang mampu membangun konsensus dan komunikasi multi-
Proses-proses tersebut dikembangkan berkaitan denpan keragaman daeri
Prosesnya kemudian menjadi bagian ndak dari proses- proses pengembi --_.
kebijakan pemerintah di daerah. Hal penting lain dalam hal ini adalah kemampt
pemermrahan di daerah dalam menggagas prakarsanya tersebut memerlul
kehaditan “pihak luar” sebagai fasilitator, Tanpa kehadiran “pihak lua
pembaruan tata kelola pemertintahan desa tidak akan bergulir. 1

. Persoalannya, apakah masyarakat di pedesaan telah melakukan sinergi keoiat
pcmhangun"tn antara yang tumbuh karena prakarsa sendiri dengan yang datat

“orang luar” menijadi usaha keswadayaan yang memberdayakan?. Dalam kont
membangun kemitraan, maka upaya di aras desa ini pentng dit'
persambungannya dengan kegiatan di aras “atas desa”. Pertanyaan yang timb
adalah bagaimana pada kenyataannya masyarakat pedesaan merasakan dan mef
kebijakan yang datang kepada mereka dari pemerintah (i\huqusnyﬂ pemerinta
kabupaten) pada era implementasi kebijakan otonomi daerah? Berdm; '
pertanyaan ini, soalan lanjutannya, apakah semakin serasi atau sinergis perencafl
dan hubungan pelaksanaan pembangunan dalam konteks pengembangan pedes
antara pemetintahan kabupaten dengan pemerintahan propinsi?, Sudahl
kegiatan pengembangan masyarakat pedesaan tersebut memberi peranan p ent
kepada perguruan tinggi dan lembaga bukan pemerintah?, Pertanyaan dasal
adalah adakah pengusaha dan lembaga bisnis telah meningkatkan kapasitas
mendorong pengembangan masyarakat pedesaan melalui jejaring kerjasama
pihak berbasis komunitasy. '

Berdasarkan persoalan kajian tersebut, tulisan ini berupaya mengupas pertan
pertanyaan kajian unfuk dijadikan dasar uraian mengenal proses-proses kebijuh
yang pernah, sedang dan akan dikembangkan dalam pengembangan tata "
pemerintah desa. Denpan fokus penelazhannya tentang peluang pengembii
jejaring  kemitraan kerjasama mult-pihak dalam membangun konsensug E

komitmen membangun desa.

Masyarakat Pedesaan: Pendekatan Sosiologi-Antropologi

Secara sosiologis-anttopologis, masyarakat pedesaan tidak dibatasi oleh bap
geografis administratif. Dengan menelaah pemikiran klasik Redfield (1963), W
membahas hubungan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan dalam kont
komunitas pedesaan (peasant comminity), diperlihatkan interaksi antara masyu
pedesaan dengan kota. Disebutkannya, masyarakat pedesaan mempun}‘ﬁ
saluran interaksi dengan masyarakat perkotaan, pertama, interaksr Kebudiy
kedua, interaksi sosial-politik kekuasaan, dan ketiga adalah interaksi dalam ke il
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Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

hubungan ekonomi. Mamun, ketiga saluran interaksi ini ditandai oleh hubungan
yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai  “pendukung”  masyarakat
perkotaan,

Budaya pedesaan discbut sebagai peradaban kecil yang berbadapan dengan
peradaban agung di perkotaan. Demikian juga dari sosial-politik, pedesaan menjadi
bagian kekuasaan masyarakat perkotaan. Bahkan, dati segi ekonomi ditunjukkan
bahwa pedesaan adalah kawasan pinggiran yang menjadi penyokong bahan mentah
kegiatan produktif masyarakat perkotaan.

Dalam konteks tiga hubungan tersebut, perkotaan secara ideal dinilai sebagai lokasi
maju dan berperadaban dan dipandang mempunyai efisiensi dan efektifitas
kehidupan yang tinggi karena keunggulan wilayah ini yang dianggap memiliki
sarana dan prasarana, tenaga kerja mahir, modal kerja dan investasi yang baik.
Namun, dalam konteks perkembangan perkotaan di Indonesia ada ciri khasnya,
yaitu kehadiran masyarakat desa di kota, Hal ini karena pertumbuban kota berbeda
dengan di negara-negara maju.  Kota-kota di Indonesia tumbuh akibat
pembangunan pabrik-pabrik yang menarik banyak tenaga kerja pedesaan yang
kekurangan pekerjaan dan berpendapatan rendah. Belum lagi, proses itu ditkuti
oleh perkembangan sektor jasa dan perdaganpan, sehingpa tenaga kerja pedesaan
yang tidak dapat memasuki industri tertampung di sektor jasa dan perdagangan
yang sifatnya informal di perkotaan. Proses ini yang selanjutnya mendorong aliran
orang sebagai tenaga kerja, barang dan jasa dari pedesaan ke perkotaan (Todaro,
1977; de Janvry, 1981). Selanjutnya aliran tenaga kerja, barang dan jasa desa-kota ini
berjalan bolak-balik dari pedesaan ke perkotaan juga, dan dari perkotaan ke
pedesaan  (Sajogyo, 1997, Rudi Wibowo, 1997). Bahkan, proses tersebut tidak
hanya terjadi di dalam negeri hingga aras antar negara (Kolopaking, 2000).
Perkembangan ini menimbulkan pertambahan  penduduk yang cepat dan
meluaskan wilayah yang berciri pedesaan menjadi berciti perkotaan.  Akibat
perkembangan sosial sepertt ini, batas-batas masyarakat pedesaan dengan kota
banyak ditandai oleh taraf hidup.

Mengikuti uraian di atas, masyarakat pedesaan di Indonesia, sebagal sistem terbuka
yarig mengimport energi dari luar (perkotaan) dapat dikatakan belum betjalan
secara efisien dan efektif.  Oleh karena, sistem pedesaan masih mewujudkan
kemiskinan dan pemiskinan, dan perscalan-persoalan sosial yang mengikutinya
seperti disorganisasi jiwa, perlawanan dengan kekerasan hingga tindak kejahatan
sebagal entropt darl sebuah sistem, Energt buangan int bérimbas dan juga wujud di
perkotaan. Artinya proses dalam konteks dinamika masyarakat pedesaan sekarang
ind, bukan dipandang sebagal bagian yang tunduk terhadap pusat peradaban
{perkotaan). Akan tetapi lebih dipandang sebagai masyarakat yang telah mampu
menembus batas-batas geografi perdesaan dan perkotaan.

Implikasinya, kegiatan pembaharuan tata kelola pemerintahan desa sepatutnya tidak
hanya memperhatikan penanggulangan  persoalan-persoalan mikeo di tingkat
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Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

komunitas, seperti administrasi desa, kevangan desa, pengembangan lapangd
pekerjaan, penyiapan dan peningkatan sumberdaya manusia, perbaikan saral
pemukiman, transportasi dan komunikasi dengan cara penyediaan sarana o
prasarana untuk kepentingan umum atau kesehatan lingkungan pemukiman, A e;j-
tetapi, petlu juga mempertautkan dengan kebijakan-kebijakan vang mengatd
persoalan-persoalan makro, seperti pedesaan dalam konteks pengemba -4_
kawasan, hubungan pedesaan dengan perkotaan, bahkan sampai sebagai bagi
dati pengembangan sistem yang lebih besar, yakni hubunpan kebijakan tata keld
pemerintahan desa sebagai sistem pcmbangunm‘n nasional dan pc:kamhan
masyarakat internasional.

Jejaring Tata Kelola Kawasan Berbasis Komunitas di Pedesaan

Masyarakat pedesaan dalam pemahamun komunitas mempunyai ciri yang be
dengan unit sosial lain, yaitu mengenal jejaring sosial dalam skala anggota teten|
yang berhubungan dengan dunia luar pedesaan (Barnes, 1954). Dalam ka;
kajian ilmu sosial terdahulu, jejaring sosial komunitas lebih ditunjukkan bahwa a
ikatan dan simpul-simpul sosial yang membangun kohesi sosial. Kajian tentif
desa di Papua menunjukkan bagaimana individu menjadi jejaring sosial d f*.
ikatan kekerabatan. Namun, di beberapa tempat lain, seperti Aceh dan Sumbi
telah diidentifikasi jejaring sosial yang mengikat dan menjadi simpul an
komunitas (Kocnl]‘aranmgrﬂt 196’]} Demikian, juga di Bali, bahkansada E
terkini yang menunjukkan jejaring sosial di masyarakat yang tinggal di pegunung
mengenal “federasi” yang mengikat tidak saja indiv idu, tetapi menyatukan hcbc
desa (Reuter, 2002). d

Pemikiran tentang jejaring sosial terkini memandang, bahwa yang utama dari ikas
dan simpul sosial itu bukanlah pada individu sebagai akror, tetapi hubungs
hubungan antar individu (recie/ relationships). Pandangan ini kemudian b L

dalam menjelaskan bahwa keberhasilan individu sebagai simpul ditentukan @ i
luasan ikatan yang dapat dikembanghkan oleh individu itu sendiri. Bahkan, deng
cara pandang ini simpul-simpul sosial itu tidak hanya individual, tetapi mencal ka
juga organisasi sosial (dati yang tradisional sampai yang kompleks) yang dilints

oleh individu. Jejaring sosial yang diperankan oleh individu dan melintas ragi
organisasi sosial itn, selanjutnya menentukan proses-proses sosial (Wasserman 4
Faust, 1994; Hill and Dunbar, 2002). Bahkan diperkirakan pada masa depd
masyarakat di pelosok dunia karena pengaruh “daya atur” dan pembentukan se il
global akan berkonstruksi menjadi “masyarakat jejaring” atau selwork o
(Castells, 2001). Bahkan, jejaring sosial ini akan menjadi strategis dalam kontél
perubahan tata pemerintahan dalam konteks tata dunia pada masa depd
{Fukuyama, 2005). .
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Pembaharuan Tata Pemerintahan [esa Berbasis Lokalitas dan Kemiteaan

Pembaharuan tata kelola pemerintahan desa sepatutnya memperhatikan jejaring
sosial, karena apabila prosesnya hanya bersandar pada pendekatan administeasi
birokrasi dan perundangan tidak akan berjalan efektif. Secara konsepsional, hal
tersebut dapat disebut sebagai ajakan untuk melakukan pembaharuan tata kelola
pemerintahan desa berbasis kemiteaan (partaerships). Gambar 7 memperlihatkan,
bahwa jejaring sosial dari komunitas pedesaan di Indonesia pada masa kini sedarng
berada didalam proses saling pengaruh antara kepentingan lokal (mikro) komunitas
dengan kepentingan-kepentingan nasional dan global (makro).  Setelah kebijakan
otonomi daerah digulirkan, pedesaan ditunjukkan menjadi ruang sosial yang dilacak
oleh pihak-pihak di aras makro dan mikro. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah
No.72 Tahun 2005 rentang Desa yang digulirkan secara terpusat memberi mang
bagi pemerintahan di daerah pembahas kewenangan desa dengan memperhatikan
asal-usul desa (pasal 7). Hal ini boleh jadi memberi tempat pada pemerintah di
daerah mengusulkan unit sosial desa sesuai asal-usulnya, seperti di NAD desa
kembali dinamakan Gampong, di Sumatera Barat menjadi Nagari, dan di Papua
disebut Kampung, Bahkan, hal ini dapat menjadi proses antar pihak untuk saling
berargumentast untuk menemukan kembali tata pemerintahan desa.

Jejaring multi pihak untuk menata kelola pemerintahan desa perlu memperhatikan
katan-ikatan antar desa yang akan menjadi simpul saling memperkuat masing-
masing desa. Hal ini menunjukkan, pemikiran tata kelola pemetintahan desa
sepatutnya mempertimbangkan pengembangan satu desa dengan desa lain dalam
satu kawasan. Untuk itu, kebijakan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh lepas
dari pengaturan pengelolaan kawasan.  Berdasarkan ini sebuah pilihan dalam
membangun kebijakan pembaharuanb tata kelola pemerintahan desa adalah
mengembangkan jejaring multi-pihak mengembangkan kawasan dengan basis
komunitas di pedesaan.

Ada tiga kebijakan strategis dalam pengembangan jejaring pengembangan kawasan
berbasis komunitas di pedesaan. Pertama adalah pemberdayaan komunitas dan
penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat pedesaan, Kedua, penataan bentuk
hubungan antar desa dalam konteks tidak hanya didasarkan administratif, tetapi
kesamaan fungsional dan ekologis untuk membentuk pusat pertumbuhan desa-
desa yang saling menguatkan dari segi ckonomi, sosial, budaya dan politk.
Iebijakan ketiga adalah penataan ruang kawasan partisipatif yang memberi tempat
pada asal-usul desa tentang hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam, Tiga
kebijakan ini menjadi tiga pilac penyokong untuk membentuk simpul dan ikatan
sosial yang memperkuat pengembangan kawasan berbasis komunitas di pedesaan
(Kolopaking, [..M. dan Fredian Tonny, 2005),

Pengembangan jejaring sosial untuk pemberdayaan komunitas menjadi sebuah
pilihan agar masyarakat dapat belajar bagaimana memperkuat kapasitas untuk
merebut ruang-ruang publik yang selama ini sering di "atas-nama"kan dan
dimanfaatkan oleh “orang luar”.  Padahal, tidak ada yang paling tahu apa yang
dibutubkan masyarakat, kecuali yang disuarakan oleh masyarakat senditi dan
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Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

disuarakan di aras lokal. Untuk i, masyarakat perlu didampingi agar me
akses kepada proses pengambilan keputusan, terutama yang menyanghkut nasi
mereka. Dengan demikian, pendekatan yang perlu diambil adalah proses penguata
dengan pendekatan partisipasi.  Dalam proses ini, ada dua hal yang dapat dicapal
Pertama, penguatan kapasitas masyarakat dalam beradu argumentasi, sehinggs
masyarakat dapat melakukan partigpatory planning atau  perencanaan
mengikutsertakan masyarakat,, melaksanakan dan melakukan pemantauan
penilaian pembangunan. Kedua, adalah membentuk simpul yang dapat melak
ikatan dengan multi-pihak di desa-desa lain dalam satuan kawasan.

Perspekifl Makro

Pembangunan Kawasan dan
Daerah

“Penetrasi Dop-Lhown ™

" Pramertatal
_.f' -""-.t o
ID;reraﬂ/Kbusu; ;:- _.-"1PEdeE|.aan"~,_‘ - Dacrab/Khusus
e e e
Reviealisasi  Kelompok Straiegis/ Lewbaga Revitalisasi
3 Birmisy Swana A

Adar Lewnban Adat

SRekuatan Sotomeng'

Perspektif Mikro
Pemberdayaan Komunitas

Gambar 7. Proses-prose kebijakan saling pengaruh antar pihak
pengembangan tata-kelola pemenntahan desa

Satu titik masuk jejaring sosial dalam penataan hunungan antar desa di :
kawasan adalah denpan mempertimbangkan kerjasama  dalam  keran;
pemberdayaan ckonomi masyarakat. Desa-desa difasilitasi menjadi simpul de
tidak ditentukan oleh batas-batas adminitrasi pemerintahan, melainkan berdasar
fungsi, ciri dan karakteristik potensi ekologi kawasan, Dari kumpulan desa-desaif
dapat saling berbagi fungsi, yang paling tidak dapat menjadi dua kategori. Pertari
adalah desa pusat pertumbuhan. Desa yang menjadi desa andalan p
pertumbuhan antar desa, dan menjadi lokomotif pertumbuban kawasan perdes g
juga sebagai pendorong terciptanya ketertiban, ketenteraman, keindahan di
keserasian perkembangan kawasan berdasarkan sosial budaya setempat dil
mempertahankan daya dukung alamnya. Kedua, desa dengan kagori desa ce
rambuh. Desa tipe ini berada disckeliling desa pusat pertumbuhan dan mermill
daya dukung untuk mempercepat pertumbuhan kawasan,
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Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

Penataan hubungan antar desa hakekatnya dirancang dengan mengintegtasikan
aspek  pengembangan  ekonomi rakyat dan kelembagaan keuangan mikro,
penguatatt kelembagaan, pengembangan sumberdaya manusia.  Melalui cara ini
penciptaan  lapangan  kerja  di pedesaan sditumbuhkan, dan mendorong
pertumbuhan (gmsth) ekonomi desa. Pendekatan hubungan antar desa mendorong
usaha-usaha ekonomi masyarakar pedesaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan
basts dan potensi kawasan dan akses terhadap pasar. Hal ini yang kemudian dapat
mengembangkan kapasitas manajemen masyarakat dan kelembagaan keuangan
mikeo di dalam satuan kawasan, Pada akhirnya, proses ini menjadi media untuk
memfasilitasi penguatan partisipasi pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa

dalam proses kebijakan publik lokal dalam kaitannya pengembanpan kawasan .

perdesaan,

Untuk melakukan penataan hubungan antar desa sebenarnya diperlukan penataan
mang kawasan yang bersinergi dengan tata ruang desa. Dengan  demikian,
penataan ruang kawasan yang meliput beberapa desa perlu dilakukan secara
partisipatif.  Hal ini dalam arti penataan ruang di desa dan kawasan perdesaan
secara  keseluruhan perlu dilakukan berdasarkan prinsip  aspiratif, edukatif,
partisipalif dan produktf. Untuk itu istilah pembangunan kawasan perdesaan yang
disebut dalam UU No.32 Tahun 2004 dan PP 72 Tahun 2005 perlu diartikan dua
pemahaman. Makna pemahaman pertama berarti membangun sesuatu vang baru
sedangkan yang kedua lebih pada pengembangan apa yang telah ada. Perbedaan ini
berimplikasi bahwa pembangunan digunakan untuk pengelolaam tata ruang dalam
konteks kawasan baru yang belum dihuni penduduk, misalnya dalam reneana tata
fuang untuk  pemukiman  baru fransmigras Sedangkan dalam  konteks
pengembangan kawasan lebih pada pengembangan kawasan yang desa-desanya
sudah dihuni penduduk,

Pembedaan kedua konsep tersebut di atas penting karena fakta menunjukan bahwa
desa-desa di Indonesia ada yang sudah tetlanjur puluhan bahkan mungkin ratusan
tahun tumbuh dan berkembang secara alamiah tanpa perencanaan dan telah
terbentuk karakteristik perilaku sosial budaya tertentu-—sebagian positif sebagian
lainnya negatif-- yang sulit untuk dirubah. Dalam konteks dan kondisi yang
demikian, pengaturan tata ruang di desa kurang cocok untuk diterapkan begitu saja
apa lagi dipaksakan karena hal tersebut menjadi tidak produkuf. Untuk it vang
penting dilakukan adalah memodifikasi serta merevitalisasi susunan fungsi kawasan
pedesaan yang sudah ada secara partsipatif dan disesuaikan dengan situasi dan
kondisi sosial setempar. Pendekatan ini lebih diperlukan dalam penataan kawasan
dengan desa-desa penealpgic yang adat istiadat serta tradisi lokal telah digunakan
secard turun temurun sebagai instrumen yang sangat efektif dalam penyelesaian
berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk pemanfaatan ruang di desa.

Pendekatan penataan ruang partisipatif dan aspiratif ini memungkinkan setiap
individu, kelsmpok dan lembaga sebagai aktor dalam simpul jejaring sosial
mengembanghkan kawasan perdesaan secara konkrit dan aktif seres produknf
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melalut mekanisme konsensus masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
keadilan yaitu setiap orang, kelompok, lembaga dalam masyarakar memiliki akses
yang sama rterhadap informasi tata ruang, Bahkan, setiap orang dan kelomp ok
dalam masyarakat selain memiliki hak, mereka mempunyai kewajiban untul
bertanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya,

Dialog Membangun Konsensus dan Komitmen Multi-Pihak
Apresiasi atas pendekatan partisipatif kini makin diterima. Pendekatan tersebil
sebenarnya bukan gagasan baru, tetapi semakin menjadi gagasan alternatif sejak et
80-an setelah Chambers menuliskan tentang Rusal Deselapment: Putting the Last B
(maksudnya mulailah pembangunan desa dari dan bersama “masyata
membuat pendekatan pembangunan desa partisipatif semakin mendapat temp
negara-negara berkembang, Lebih lagi, selang tidak terlalu lama dari tulisannya i
ia menerbitkan gagasan tentang Rapid Rural Appraisal (RRA) vang berisi pendekafil
memahami pedesaan secara cepat sebagal sebuah jalan keluar dari metode
penelitian kemasyarakatan yang ada. Kemudian, RRA ini berkembang menji
Participatory Rural Apprasal (PRA) dan terus melahickan berbagai varian menges
metode dan teknik pembangunan partisipatif (Chambers ef ai. 2005)7, !

Metodelogi kajian dan pengembangan kebijakan dapat juga menetapkan pEI
prinsip partisipatif. yang memberi perhatian pada berbagai dimensi bidang mi
dari ekonomi, sosial, sampai politik. Melalui Gambar 8, ditunjukkan baly
pattisipasi masyarakat dapat ditunjukkan mengikuti tingkatan. Berbagi (l
mengumnpulkan data/informasi dengan menjadikan masyarakat sebagai obyl
adalah tingkatan pada ujung pasif atau dangkal dari skala partisipasi. Kepia
dapat mulai dari melibatkan penyebarluasan informasi tentang tata
pemerintahan desa yang direncanakan atau meminta para stakebolder um
memberikan informasi yang akan digunakan untuk membantu merencanakan o
mengevaluasi pengembangan desa. Dalam kedua kasus tersebut, komunikasi Jeb
bersifat satu arah daripada interakiif. Sedangkan, pada tahap konsultasi meng
kepada masyatakat dimintai “pendapat masyarakat, Namun, orang yang tetll
meminta pendapat masyarakat tidak bertanggung jawab  dalam perunmi
kebijakan yang diputuskan, dan tidak berkewajiban memasukkan pandaty
masyarakat. Namun konsultasi dapat bersifat kurang lebih partisipatif dan di|
berkembang menjadi kolaborasi atau kendali bersama, Di satu pihak; bila on
tecibat dalam mendefinisikan sébuah kebijakan yang diinginkan, atau di
mengidentifikasi masalah dan solusinya, konsultasi dapat berkembang ke Wl
pengembangan jaringan sosial yang lebih besar. Meskipun demikian, ba )

' Kala nural dalam PRA dalam perkembanganinya kini fidak lagi menunjuk hanya wilayah pedesaan, tshish of
menjadi label saja karena faklor sefarah pengembangan metode atau teknik tarsebul bermula Lnhuk merssmbm
masyarakat miskin padesaan. PRA sast ini telah dikenal sebagai sebuah metods dan beknk pengemb
masyarakal secara partisipalif (Kolopaking, 2002).

.................... e A e m o e e



Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

proses konsultatf hanya berfokus pada mendapatkan “perserujuan” (yang relaf
pasif) untuk terlibat dalam mengembangkan kebijakan. Proses konsultasi yang
terutama mencari umpan balik bagi rencana atau strategi vang didefinisikan
sebelumnya berada di dekat ujung dangkal dari tingkat skala partisipasi,

Pengumpulan Ronsultasi | Kolaborasi/Pembua | Aksi Pemberdayuan/
Informast tan Keputusan T S
Bersama
Danglal
' + >
Dalam

Suimber: Cindy B M dan Sweetser, 2003
Gambar 8, Tingkatan Partisipatif

Tmgkatan selanjutnya, yaitu kolaborasi/pembuatan keputusan bersama dan aksi
pemberdayaan/kendali bersama dikatakan merupakan tahapan yang mempunyai
kandungan partisipatif masyarakat sejati.  Pada tiap tahap, beragam pihak di
tingkatan ini dapat terlibat aktif merumuskan kebijakan.  Dalam kolaborasi,
misalnya, semua pihak dapat mengidentifikasi masalah vang dirasakan, dan
menghimpunkan  kelompok untuk berkolaborasi membahas topik tersebut.
Beragam pihak juga mungkin tidak memprakarsai kolaborasi tersebut, tetapi secara
signifikan mempengaruhi hasilnya. Kelompok atau sub-kelompok yang dibentuk
dapat membangun jejaring dan meningkatkan simpul dan ikatan sosial yang
berkenaan dengan persoalan tata kelola pemerintahan desa. Ada sebuah gambaran
dalam hal ini, yang memperlihatkan bahwa kolaborasi adalah varian dad
manajemen kemitraan (Gambar 9). ;

Pengelolaan
Berbass
PPemerintahan
Pengebolaan
Berbass
——-i_._._r-—._' Romunitas
2 Ipstruibis Foonsultas | Kegrsama | Menaschan Member
Informas
Pengelolaan Pengelolaan
Sentrahistis - B | Swadaya

Pemenntah

Pengelotnan Kolaborast
Sumber: Pomeroy, 1996

Crambar 9. Perancangan Pengelolaan Kolaboratif

Tingkatan lain, adalah kendali bersama. Tingkatan ini dapat dikatakan merapakan
pelibatan  partisipasi masyarakar sejati.  Dalam  konteks pengembangan tata
pemenntahan desa, masyarakat diberdayakan dengan pemberian hak dan menerima
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tanggung jawab, sehingga bertanggung jawab kepada anggota kelompok demikian
pula atas pembentukan atau pemantapan ieml:nga lembaga masyarakat yang
diperlukan, Pada tngkat ini, parumpam sampal pada pemantiuan oleh
masyarakat, kelompok atau organisasi menilai tindakan mereka sendin denga
menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka pilih  sewakud
menyelesaikan rencana mereka-memperkuat pemberdayaan yang keberlanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, pemnaharuan tata kelola pemerintahan desa df
Indonesia yang mengenal keragaman sepamutnya menerapkan kebijakan partsip
melalui pengembangan dialog. Artinya, dalam melakukan pembaharuan tersebud
perlu berbasis jejaring kemitraan dengan memperhatikan lokalitas dalam bin Al
proses komunikasi multi-pihak, bukan pendekatan instrulsi birokrasi, Proses
diperlukan untuk menemukan simpul-simpul kesamaan yang kemudian menj
konsesus dan membanpun komitmen multi-pihak tentang desa,

Untuk membantu mensistematiskan kajian ini dan dengan pertimbangan bahsi
kejaian akan memperoleh beragam temuan di daerah lokasi kajian, maka keran
pemikiran teoritik diturunkan menjadi lima hipotesis pengarah sebagai dasa
melacak proses-proses kebijakan pengembangan tata-kelola pemerintaban des
yang mempertimbangkan kekhasan lokal dan mengunggulkan kemitraan, i-hpm si
tetsebut berisikan arahan vang melihat, bahwa proses konsensus dan komuni _"
menemukan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan kekhasan dan kekuata
lokal, apabila:

1. komunitas atan masyarakat pedesaan semakin dapat melakukan sinery
kegiatan pembangunan di pedesaan dengan membentuk keswadayaan dalaf
mengelola saling dukung dan menjadikan berbagai kegiatan yang tumb |
karena prakarsa dan bantuan dari “orang luar™ menjadi gerakan masyarakat,

pelayanan publik semakin memberi tempat pada kepentingan masyarakat [uas
khusunya di aras kabupaten hingga pedesaan,
3. perencanaan antara pemerintahan  kabupaten dan  propinsi dalan

pembangunan pedesaan dan kawasan pedcsahn semakin serasi dan sinergi,

3

dan lcmhagﬂ buk111 ptmermmh sesual dengan porsi dan Lapcnungmm}ra

5. pengusaha dan lembaga bisnis semakin meningkatkan kapasitas untuk terlils
mcndmﬂng pengembangan masyarakat berbasis komunitas melalui pol
jejaringan kerjasama baru,

Proses Reformasi Tata-Kelola Pemerintahan Desa
Contoh mendorohg pengembangan tata-kelola pemerintahan desa yang ticl

mempethatikan dialog multi-pihak dan berbasis kemitraan dan kekhasan lh
adalah  penerapan Undang-Undang (UU) Nomor § Tahun 1979 Tentan
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Pemerintahan Desa. Melalui tekad membangun keseragaman dilakukan pemisahan
secard tegas antara urusan administrasi pemerintahan dan urusan adat. Hal ini yang
kemudian berimplikasi timbultiya kerancuan dalam strukeug kognis masyarakat
tentang  nilai-nilal  yang menjadi  referenst  atau rujukan  bersama (ol
representation). Secara sosiologis-antropologis, penerapan UU tersebut menimbulkan
kerapuhan struktur sosial dan melemahkan jejaring sosial yang telah menjadi dasar
bangunan hubungan antar lembaga-lembaga masyarakat (Selo soemardjan, 2001).
Persoalannya kemudian, penerapan UU tersebur tidak  berhasil membangun
struktur sosial baru, sehingga masyarakat pedesaan kehilangan orientasi dalam
membangun keswadayaan.. Bahkan, di Maluku kesenjangan antara pengaturan Vang
meminggitkan adat dan tidak berhasil mendorong pembanharuan  tata-kelole
pemerintahan desa ini diidentifikasi menjadi sebab wujud Jejaring sosial yang
meluaskan kerusuhan yang terjadi di kota (Ambon) ke pedesaan (Kolopaking,
LM, Lubis, D dan Pattiselanno, A.E., 2006).

Pelajaran lain  yang dapat dipetik dari melakukan pembaharuan fata kelola
pemerintahan desa adalah penting memahami keragaman desa. Dari kajian, selain
kasus Jawa kerapaman pemerintahan desa di NAD, Sumbar, Bali dan Papua
mempetlihatkan bahwa keragaman desa perlu diperhatikan bukan saja dalam
konteks Indonesia, tetapi juga masing-masing daerah. Artinya, pemetaan
keragaman tata-kelola pemerintahan desa di daerah adalah hal penting. Implikasi
dari kesadaran ini adalah pembaharvan tata kelola pemerintahan desa memerlukan
dialog yang komunikatif. Tanpa langkah itu, proses tersebut hanya berpotensi
menimbulkan kenflik,

4) Keragaman Membangun Keswadayaan di Aras Desa

Berdasarkan kajian kasus ditemukan keragaman keswadayaan masyarakat yang
divkur melalui  kemampuan pengambilan  keputusan untuk mensinergikan
kepentingan multi-pihak di desa dan hubungannya dengan “orang luar”,
Keragaman'ini dapat ditemukan dengan membanding tipe desa-desa dengan tipe
desa-kota, Ada gejala keswadayaan lebih wujud di tipe desa-desa dibanding tipe
desa-kota.  Di tipe desa-kota, spesialisasi kerja membuat masyarakat cebderung
membangun jejating sosialnya sendiri dibanding membangun perakan dalam
komunitas, [Kasus ini kentara ditemui di Bali dan Papua,

Membanding kasus antar dacrah tentang tata kelola pemerintahan desa yang
mendoreng keswadayaan dengan penyatuan kepentingan multi-pihak di desa
dengan mempertimbangkan tawaran dari “orang luar”, kasus Bali dan Sumbar
menarik diperhatikan, Di kedua daerah ini keswadayaan dapat dipandang telah dan
sedang terus dikembangkan, i Papua, ditemukan ada komunitas desa (kampung)
vang telah mampu mengembangkan kapasitas pemerintahan yang mandiri, tetapi
belum sepenubinya ada dalam “bingkai” perundang-undang  (otonomi khusus,
otonomi daetah), dan  dengan prinsip “demokrasi barat”, Sedangkan di NAD,
sedang terjadi proses mencari bentuk berkeswadayaan vang dapat disesuaikan
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dengan perundang-undangan,  Ada gejala, setelah dilanda kerusuhan wn
berkepanjangan dan bencana besar tsunami masyarakat dan pemerintahan beda
keluar dati kebingunpgan dalam menata kembali tata-kelola pemetintahan dess a
Proses ini diwarnai oleh banyaknya tawaran luar (mulai dari unsur pemerintahag
luar sampai lembaga swadaya luat) yang menginginkan pembangunan kembal
NAD, Hal yang perlo diperhatikan adalah temuan di Jabar, tara kelok
pemerintahan  desa bersesuaian atau mungkin mudah bersesuaian  denga
perundangan---bahkan dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 ten
Desa. MNamun, ada gejala tata kelola yang melibatkan multi-pihak sebagai sely
gerakan keswadayaan kurang berkembang, Proses pembangunan di- desa
pada kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintahan,

Keragaman keswadayaan desa antar daerah dicirikan oleh kesatnaan pcmhenm_
jejaring kerjasama yang terbentuk, Tokoh-tokoh dad kesepuluhan desa yang dikil
berpendapat, bahwa pembaharuan tata kelola pemerintah desa perlu dimul
dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak hanya didasarkan pa
keputusan-keputusan administrasi-birokratik dan politik. Penekanan keperli
pendekatan “mendahulukan mensejahterakan™ ini mendorong tokoh-tokoh de
mengembangkan jejating kerjasama dengan “orang luar”. Kasus di Sum
jejaring ini terbentuk berdasarkan penguatan kembali desa (nagari) yang melibathf
migran asal desa. Hal ini bersejajaran dengan keputusan pemerintahan ¥
berupaya mengembalikan fungsi napari. Demikian juga, kondisi yang sedil
berkembang mempunyai kecenderungan sama akan terjadi di Papua yang sedi
mengupayakan pengembangan desa menjadi pengembangan kampung dan di B
yang sejak lama sudah berusaha mensinergikan “desa adat” dengan “desa dinas™

Dengan demikian, yang perlu disadari adalah keragaman keberhasilan @
komunitas atau masyarakat pedesaan dalam  melakukan sinergl  keplal
pembangunan yang berasal dari prakarsa “orang dalam” dengan bantuan @
“orang luar”. Hal ini mengingatkan bahwa pengembangan gerakan d:tlam [
kelola pemerintahan desa berbasis kemitraan sebenarnya masih menjadi sebi
proses.

b) Pelayanan Publik yang Belum Membaik

Pengembangan tata-kelola pemerintahan desa masih dihubungkan erat den
peran pemerintah sebagai pengayuh pembangunan,  Namun demikian, kajian
belum menemukan bukt cukup yang memperlihatkan proses-proses kebijs
yang dilakukan oleh pemerintah melibatkan masyarakar. Sambungan a '
antara masyarakat di pedesaan dengan kepumusan-keputusan publik
pemerintahan (di kota) belum memadai.

Proses pengembangan kebijakan publik untuk desa dapar dikatakan masih -;'
birokratis dan elitls. Selain itu, ada bukd di tiga dari lima kabupaten yang ¢
perumusan-perumusan kebijakan sering hanya sebatas penyusunan rlul-:urnen
ada kawalan atas pelaksanaannya, Hal lain, dokumen Kebijahan it pun &
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dibuar oleh lembapa lain (konsultan swasta dan atau pergurnan tinggi) yang belum
tentu fepat memahami situasi lokal. Belum lagi, menurut pengakuan seorang
anggota legislatif yang hadir dalam lokakarya di aras provinsi di daerah kajian,
pembahasan draft kebijakan yang “ridak bernilai ekonomi” sering lupur atau tidak
diseriusi oleh legislator untuk dibahas, Kebijakan tentang desa termasuk dalam
kategori ini. Kleseriusan pembahasan lebih banyak berkenaan dengan kebijakan
tentang perijinan usaha atau penetapan iuran pembanpunan.

Apabila menelaah jawaban dari 300 kepala rumahtangga sebagai responden
tentang pelayanan publik sejak pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka ada
gejala.  mutu pelayanan  tdak mengalami perbaikan berarti (Gambar 10).
Desentralisasi pembangunan boleh jadi telah menguatkan pemerintahan di daerah,
tetapi masth menjadi sebuah proses panjang untmuk mendorong masyarakat desa
mendapat manfaat.

PAPUA
BALI [
@ Lebih Baik
JABAR W Sama Saja

[ Lebih Buruk
SUMBAR

NAD

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gambar 10, Pentlaian masyarakat i desa-desa kajian atas mutu pelavanan publik, Tahun
2006

Kesimpulan dalam hal* ini, pelayanan publik belum memberi tempat pada
kepentingan masyarakat luas, khusunya di aras kabupaten hingga pedesaan.
Masyarakat di desa masih menjadi penonton dan/atau “pendukung diam” atas
kebijakan-kebijakan yang datang untuk mereka. Namun demikian, hal yang
menatik ditemukan adalah wujud proses pelayanan publik ke desa melalui proses
vang khas, Kecuali kasus di NADD, ditemukan gejala kebijakan publik yang
berkaitan dengan pelayanan ke desa cenderung menjadi sarana aktot-aktor dari
partai polittk untuk menarik simpati,.  Prosesnya kemudian dikut penetapan
kebijakan formal. Hal ini yang kemudian melahirkan jejanng kebijjakan yang
didasarkan atas /bbby kader-kader partai membantu desa, Segi positif dati proses
ini adalah menjadi media belajar masyarakat berpolitik, khususnya ketika membuat
posist tawar ketika untuk terlibat dalam pemilihan penguasa (kepala daerah).
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¢) Sinergitas Langkah Pusat ke Provinsi, Kabupaten sampai Desa

Melalui metode penelitian kajian-aksi terbatas dan menerapkan prinsip pattisipatif
ditemukan bahwa di daerah kajian belum ada sebuah ruang sosial yang dapat
mempertukarkan informasi dan gagasan antara multi-pihak tentang tata-kelola®
pemerintahan desa. Oleh karenanya, pihak-pthak yang terlibat dalam lokakarya
pelatthan partisipatif yang dilakukan mulai dari desa, kabupaten sampal provinsi
menilal positif kegiatan tersebut. Mereka menilai kegiatan tersebut menjadi media
berdialog. Hal ini menjadi bukti, bahwa di daerah lokasi kajian belum ada ruang
sosial yang sesuai untuk melakukan sinergi langkah nyata yang mempertautkan
suara berbagai pihak dari desa, ke kabupaten, sampal provinsi. Demikian juga
sebaliknya, kebijakan dari pusat disuarakan sampai desa. Artinya, bahwa di daerah
yang dijadikan lokasi kajian berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang
memberi tempat pada keseimbangan pengembangan kebijakan tap down dan bottons
#up  secara seimbang tidak berjalan karena tidak memadai mewadahi dinamika
pengembangan tata-kelola pemerintahan desa vang ada,

Berdasarkan kajian yang dilakukan kebijakan pembangun Gampong di NAD,
kembali merevitalisasi Nagari di Sumbar, pengembangan desa di Bali, dan
pengembangan Kampung di Papua sebenarnya memerlukan sinergitas dan
keserasian perancangan pembangunan antara pemerintahan kabupaten dan |
propinsi dalam pembangunan pedesaan yang dibingkai oleh perundang-undangan
yang memadai, Misal, di NAD dan Papua aspek ini perlu diserasikan tidak saja
tentang kebijakan desentralisasi pembangunan, tetapi juga dengan  kebijakan
otonomi khusus, Belum lagi, kebijakan-kebijakan tersebut mensyatatkan sebuali
tata-kelola  pemerintahan  desa yang kuat berorientasi pada kesejahteraan
masyarakatnya dan memiliki kekhasan lokal yang mempertimbangkan sat’uanf:
kawasan secara ekologis, seperti kawasan pesisir, pegunungan, pinggiran hutan atau
pertambangan,

Bukti-bukti yang didapat mulai dari desa, kabupaten sampai provinsi sebagai kasus
di lima dacrah kajian menunjukkan, bahwa sinegitas perancangan pembangunan
pemerintah dalam konteks tata-kelola pemerintahan deta masih belum optimal,
Meskipun, ada harapan pada masa depan proses tersebut akan berjalan lebih baik
selama pemerintah membuka ruang dialog untuk berbagi informasi dan gagasan
berbagai pihak tentang kebijakan mengenai desa di berbagai aras administrasi.

d) Peran Perguruan Tinggi dan LSM

Perguruan tinggi di daerah-daerah yang dikaji didudukan sebagai lembaga yang
dapat memberi otoritas ilmiah atas kebijakan pembangunan desa. Peran perpuruan
tinggt dapat dikatakan sudah mendapat peran yang cukup dan selalu diperhatkan
dalam konteks kerjasama dengan pemerintah. Meskipun, dinamika hubungan
keduanya mengikuti pasang-surut, Oleh karena perguruan tinggi dalam memainkan
perannya sering juga melemparkan pemikiran-pemikiran kritis atas berbagai
kebijakan pembangunan dan pemerintahan daerah.

WiE ISR e s e e LR R R T T R O R e SIEIBIBEE & & moawm o BeEE S




Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan

Berbeda dengan perguruan nggi, peran LSM tidak serapam atar daerah, Kajian di
desa Jabar dan Sumbar menunjuk LSM  sudah  menjadi lembaga yang
diperhitungkan dalam mendorong pembaharuan tata-kelola pemerintahan desa.
Demikian juga di desa kajian di Papua. LSM telah berperan mengisi tuang kosong
yang belum dimasuki aktivitas pembangunan dasi pemerintah. Lembapa ini juga
dicatat sudah menjadi fasilitator dalam memberi pencerahan bagi masyarakat desa.
Sedang di desa dan kabupaten yang menjadi lokasi kajian di NAD, 15M belum
banyak berkiprah. Meskipun, kehadiran LSM dalam keranpka pemulihan kondisi
NAD akibat bencana tsunami sangat menyolok.

€) Lembaga Bisnis dan Pengusaha Swasta masih dalam Paradigma Lama

Ada harapan, pengusaha dan lembaga bisnis semakin meningkatkan kapasitas
unituk terlibat mendorong pengembangan masyarakat berbasis komunitas melalui
pola jejacingan kerjasama baru. Hal ini berkenaan dengan menguatnya konsep
Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemahaman CSR sebagai konsep bervariasi (Hopkin, 2001). Meskipun, secata
umum CSR dikenal sebagai langkah dunia usaha global merespon kritk pada
prakik bisnis yang berdampak buruk pada kemiskinan dan ketimpangan global,
kerusakan lingkungan, pengabaian hak-hak peketja, sampai peminggiran komunitas
lokal.  Lalu, CSR berkembang menjadi konsep vang mengandungi pagasan
tanggung jawab dunia usaha, yang mengenal kinerja etis, ramah lingkungan dan
berjiwa sosial bisnis, serta mengutamakan hubungan baik dengan pata pemangku
kepentingan  (sfakebolders) dunia  usaha  (Weeden, 1998; Svendsen, 1998).
Gagasannya, CSR menjadi konsep yang mendorong kepedulian perusahaan tdak
hanya pada kesehatan dan keselamatan pekerjanya saja, tetapt mentakup juga
tangpung jawab lingkungan hingga apa yang dikonsepkan sebagai corparate fopermance.

Dengan makna CSR sebagaimana di atas, harapan untuk menjadikannya sebagai
satana dalam konteks pembaharuan tata-kelola pemerintahan desa berbasis
kemitraan cukup besar. Lebih-lebih, kalau dengan hitungan kasar saja gabungan
jumlah dana puluhan koporasi dunia akan lebih besar daripada 100 penerimaan
negara miskin, Artinya, apabila CSR menjadi jantung petusahaan-perusahaan besar
dunia ditambah perusahaan-perusahaan nasional, maka patensi lembaga bisnis kut
mendarong pengembangan pedesaan berpeluang dilaksanakan menjadi besar.

Namun demikian, kajian yang dilakukan tidak menemukan bukti peran swasta ikut
membantu percepatan pengembangan tata-kelola pemerintahan desa yang baik.
Dart 10 desa di 5 daerah yang dijadikan lokasi kajian hanya ada 2 desa kasus (satu
di Bali dan satu di Sumbar) yang telah menjalin kemitraan dengan swasta. Padahal,
keterlibatan lembaga bisnis lebih ikut terlibat mendorong tata-kelola pemerintahan
desa diharapkan banyak pihak di semua lokasi kajian.

Berdasarkan pengalaman sendiri, CSR memamng belum menjadi kegiatan yang
berkesinambungan dan masih menjadi aksi karikatif perusahaan menghindar
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tekanan pihak lain atau hanya menjadi alat membangun citra baik perusahaan, CSR
juga belum menjadi komitmen pimpinan perusahaan, yang dilaksanakan melalui
analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis, lalu mengkaji ulang
struktur inteenal, strategi dan rencana tindakan berkaitan dengan program-program
CSR, pelaksanaan program tersebut sampai dengan tahap penpukuran dan
pelaporan hasil program CSR. Tanpa cara seperti ini, perusahaan ridak akan
menjadi mitra hisnis dan pembangunan, sehingga usahaspembaharuan tata-kelola
pedesaan sulit dicapai. CSR. yang akan dikembangkan perusahaan masih beragam,
Ada tiga catatan dalam hal ini, yaitu: pertama, soal kesiapan komunitas atau
masyatakat pedesaan desa membangun kapasitas lembaga/kelompok/ komunitas
untuk bekerja bersama.  Selain im, hal kedua, kesiapan pemerintahan di aras
kabupaten (eksekutif/legislatf) dalam memberi tempat dan  membangun
kemampuan bekerja melintasi asas birokrasi, Ketiga, adanya prakarsa membangun
sistem informasi, mekanisme pengawasan sosial secara demokratis yang berbasis
komunitas dan melibatkan kerjasama jejaring multi pihak. Hal lain yang juga
penting adalah  pelaksanaan  CSR yang melibatkan  masyarakat pedesaan
berhadapan dengan kesenjakangan syarat hukum yang membenarkan masyarakat
dapat melakukan aktivitas usaha. Padahal tanpa asas keresmian, masyarakat desa
lebih lagi bila mereka adalah’ golongan miskin, tidak akan menjadi mitra yang
sebenarnya. Belum lagi, keterbukaan perusahaan menunjukkan keresmian dan’
besaran dana secara transparan untuk melakukan CSR (Kolopaking, 2006),

Keuntungan yang diperoleh perusahaan ikut mendorong pembaharuan tata-kelola
pemerintahan desa sebenarnya cukup jelas. Diantatanya, seperti kemudahan
kerjasama dengan komunitas lokal, mendapat citra baik sehingga memudahkan
memperaleh ijin operasi, dapat membentuk peluang bisnis baru, dan dapat menarik
investor atau pihak lain untuk bekerja sama. Demikian juga, dengan masyarakat
pedesaan, dapat memenuhi kepetluan hidup karena membuka peluang kerja,
mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkat kapasitasnya melalui
pelathan. Namun demikian, kajian ini kembali belum menemukan bukt, bahwa
lembaga bisnis memaknai CSR dengan benar. Bahkan, ada gejala hal itu masih
hanya menjadi media kepentingan perusahaan mengatasnamakan tanggung jawab
sosial, tetapi hanya melakukan pemberian donasi dengan melupakan prinsip hidup
bersama masyarakat sekitar mereka sebapal sebuah keadaban.

Membangun Konsensus melalui Dialog

Berdasarkan uraian di atas, pembaharuan dan pencapaian tata-kelola pemerintahan
desa berbasis kemitraan dan lokalitas yang baik masih merupakan sebuah proses,
Apabila mengukur proses pencapaian tersebut dengan menggunakan penilaian
secara Delphi atas matriks 8 aspek umum yang menjadi ciri tata-kelola menurut
multi-pihak yang terlibat, maka diperoleh gambaran keragaman tingkatan tatas
kelola pemerintahan desa (Gambar 11).
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Mengikut gambar tersebut ditunjukkan tingkatan rata-kelola pemerintahan desa
yang mendekati derajat baik ditunjukan oleh kajian di Bali (ada dalam skala 26 ke
32 atau bermilai 81 dari 100). Kedua, kajian di Sumbar yang memberi petunjuk
derajat tata-kelola baik dengan skala 23 dari 32 atan bernilai 72 dari 100), dan ketiga
di Jabar dengan skala 19 dari 32 atau bernilai 59 dari 100. Di dua daerah lain,
Papua dan NAD yang jadi lokasi kajian, tingkatan tata-kelola pemerintahan desa
masih berada dibawah nilai 50 dari 100.

TATA KELOLA BAIK

PAPUA
BALl e
JABAR
SUMBAR [
NAD [

0 5 10 15 20 25 a0 35

Gambar 11, Tingkatan Tata-Kelola Pemetintahan Desa Menurut Daerah

Hasil pemberian nilai di atas tidak bermaksud untuk mengkuatifikasi tingkatan tata-
kelola pemerintahan desa masing-masing lokasi kajian.  Hal ini hanya ingin
digunakan untuk menunjukkan, bahwa pencapaian tata-kelola pemerintahan desa
berbasis kemitraan dan lokalitas di daerah kajian masih perlu  diperjuanghkan,
Sedangkan tingkatan yang ditunjukkan dari gambar itu untuk mengingatkan
pentingnya melakukan kemitraan multi-pihak dalam mewujudkan tata-kelola
pemerintahan desa yang baik.

Dalam lokakarya di aras provinsi di daerah yang dijadikan lokasi kajian bukan tidak
ditemukan kesadaran pentingnya bermitra dalam melacak bentuk rtata-kelola
pemerintahan desa yang baik. Namun yang menjadi soal bagaimana melakukan hal
tersebut. Lebih lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.72 tentang
Desa yang seakan-akan kembali ingin membakukan kembali pemerintahan desa
secara seragam, sehingga beragam pihak menunggu.  Tidak sedikit pihak yang
menyiapkan ancang-ancang merespon apabila PP tersebut memang benar-benar
menjadi langkah penyeragaman kembali pemerintahan desa. Bahkan,  didalam
lokakarya aras provinsi di NAD, Papua dan Bali ada yang mengingatkan, bahwa
yang diperlukan dalam pengembangan tata-kelola pemerintahan desa bukanlah
langkah pengaturan.  Akan tetapi, yang diperlukan adalah memberi penghargaan
dan peran yang tepat pada kekhasan lokal, Menurut pesetta lokakarya, menganue
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dan menyeragamkan tata-kelola pemerintahan desa adalah lanpkah kelira da
mengulang kesalahan masa lala,

Merajuk  pengalaman  penggunaan  metodelopi  penelitian  kali  ini, petl
dipertimbangkan pembaharuan tata kelola pemerintahan desa berbasis kemitrag
yang memperhatikan kekhasan dan kekuatan lokal sebaiknya dilakukan mels
proses dialog untuk membangun konsensus muld-pihak. Hanya saja, proses if
dilakukan lebih sistematis dan perlu didukung kuat oleh pemerintah baik pusat d

-

dacrah.  Unsur pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator membangun dialé
tentang desa.

Langkah patut dilakukan dalam hal ini adalah langkah yang sama dengan kajian i
yaitu mulai dengan dialog di aras komunitas, Kemudian berjenjang mela
kajian bersama melalui jejaring multi-pihak antar desa, Proses ini terus betlanjutl
atas kabupaten sampai ke provinsi dan menjadi sistem yang menyediakan rua
sosial multi-pihak menyusun aksi tata-kelola pemerintahan desa (Gambar 12),

Kajian dan aksi tersebut juga dikembangkan tidak bergulic dalam satu putass
tetapi terus menerus yang nantinya terlembagakan dan secara  akumulf
membentuk sebuah ruang dialog multi-pihak untuk mengajak masyarakat pedess
untuk mengawal sinergi kegiatan pembangunan di pedesaan atas prakarsa send
dan bantuan dari “orang luar”, Ruang dialog tersebut ini dapat juga menjadi
swadaya untuk saling-berbagi masukan meningkatkan pelayanan publik
memberi tempat pada kepentingan masyarakat luas. Dengan ini dihara k
perancangan pembangunan antara pemerintahan kabupaten dan propinsi dal
pembangunan semakin serasi dan sinergi, dan memberi tempat kepada
pthak (pemerintali, lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masy
swasta dan perguruan tinggi) secara berimbang sesuai porsi peranannya.  Ril
dialog ini juga yang dapat secara sistematis dirancang sebagai sebuah pres
penerapan, pembaharuan dan penyempurnaan kebijakan tata-kelala pe:nerih"
desa, khususnya dalam hal ini pelaksanaan FP No.72 Tahun 2005 rentang Desi
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Gambar 12. Langkah dan proses dialog untuk pembaharuan tata-kelola pemerintah
desa berbasis kemitraan dan lokalitas

Penutup |

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan di atas di antaranya adalah 1
sebagai berikut:

I, Penclashan proses-proses kebijakan tentang pembaharuan kelembagan tara-
kelola pemerintahan desa berbasis kemitraan dan lokalitas mencatat, bahwa
kebijakan tentang hal tersebut dan juga kebijakan daerah pada umumnya
cenderung berhenti sampai di perumusan Seringnya, rumusan kebijakan tidak
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ada yang mengawal dari segi pelaksanaan, dan apalagi sampai melakl
penilaian atas pelaksanan kebijakan.

2. Secara khusus, kajian menemukan proses-proses kebijakan pengemban
xelembagaan  tata-kelola pemerintahan  desa  yang  mempertimbang
kekhasan lokal dan mengunggulkan kemitraan telah wojud. Namun, pro
dan hasilnya diidentifikasikan beragam antar daerah lokasi kajian, 8
kecenderungan proses konsensus dan  komunikasi untuk  menemul
kelembagaan fata kelola pemerintahan desa sesuai dengan kekhasan @
kekuatan lokal berjalan lancar apabila (a) Komunitas atau masyagl
pedesaan di daerah it telah dapat melakukan  kegiatan pembangunan
pedesaan secara berkeswadyaan, dengan membentuk sinetgl prakarsa ¥
wujud dati “orang dalam” dengan bantuan dari “orang luar”; (b) Prof
tersebut, telah bersambungan denpan perencanaan antara pemertintal
kabupaten dan propinsi dalam pengembangan pedesaan dan  kawas
pedesaan. Bahkan, semakin baik lagi apabila pengembangan masyarakat @
kawasan pedesaan tersebut memberi peranan kepada multi-pihak, khususe
perguruan tinggl, LSM dan lembaga bisnis atau swasta sesugi dengan porsi d

3

kepentingannya, Meskipun, diperoleh gejala bahwa pengusaha dan lem ba
bisnis masih menngunakan pandangan lama sewaktu ikat terlibat mendo o
pengembangan masyarakat desa berbasis komunitas melalui pola jejat
kerjasama baru, Selain itu, kajian juga menemukan, bahwa pelayanan puly
danl pemerintah dirasakan masyarakat desa vang dijadikan lokasi kajian bel
mengalami kemajuan.

3. Metodelogi kajian teori yang membingkai proses pelacakan proses kebijaki
secara empirik yang membentuk studi-kasus dalam kepiatan kaji- tinddl
partisipatif terbatas di NAD, Sumbar, Jabar, Bali dan Papua dipandang cuk
memadal untuk terus dikembangkan scbagal teknik untuk
kebijakan yang sekaligus menyiapkan ruang sosial pada proses multi-pihi
(pemernntah, LSM, Lembaga-lembaga Adat, lembaga-lembaga bisnis/swasth
melakukan dislog untuk membahas, merumuskan, mengawal pelaksanaag
menilai kembali kebijakan tentang pengembangan tata-kelola desa berbash
lokal. Proses seperti itu dinilai efektif untuk melakukan pembaharuan tatl
kelola pemerintahan desa berbasis kemitraan dan kekhasan lokalitas,

Implikasi kebijakan praksis merujuk kesimpulan kajian di atas adalah mendorong
usulan modifikasi metodelogi kajian-kebijakan yang disebut sebagai langkah dag
proses dialog untuk pembaharuan tata-kelola pemerintah desa berbasis kemitrg I
dan lokalitas.  Bahkan, hal ita dapat menjadi satu bentuk pendekatan yang
dilakukan baik pemerintahan di daerah maupun pemerintahan di pusat dalam
upaya penetapan dan pengembangan kebijakan pengaturan pemerintahan desa
yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Artinya, kebijakan pengembangan tata-kelola pemerintahan desa perlu dilakukar
melalui Diglog.  Prosesnya pun dilandasi niat menjadikan desa sebagai lembags
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kan pelayanan  pemerintahan  terdepan bukan terendah. Dalam  menindaklanjut
pengembangan tata-kelola kelembagaan pemerintahan desa di NAD, Sumbar,
igan Jabar, Bali dan Papua penting diawali memahami keragaman kondisi desa. Untuk
kan iy, sepatutnya pengembangan tata-kelola pemerintahan desa dimulai dengan
jOses pemetaan tipologi kondisi dan perkembangan desa di berbagai daerah. Hasilnya |
Ada diharapkan dapat digunakan untuk mengedepankan desa, dengan cara mengakui
ikan dan menghatgai hal-hal yang telah berkembang di desa, bukan melakukan
dan pembaharuan melalui cara mengatur dan menyeragamkan tata-kelola pemerintahan
ikat desa,
di
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